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ABSTRAK

Jasa boga (Catering) menurut Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor
715/Menkes/SK/V/2003 adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan
pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
Perjanjian penyediaan jasa catering antara Devina Catering dan konsumen dibuat
dalam bentuk kontrak Standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian
yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang
lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan.Permasalahan skripsi ini bagaimanakah penerapan tanggung jawab para
pihak dalam perjanjian jasa Devina Catering . berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah upaya hukum yang dapat
para pihak dalam perjanjian jasa Devina Catering . berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum merupakan
suatu proses untuk mementukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-
doktrin hukumguna menjawab isi hukum yang dihadapinya. Penelitian dalam skripsi
ini adalah penelitian penelitian yuridis empiris. dilengkapi dengan yuridis normatif .
Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian konsumen
Kesimpulanskripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini
pihak jasa catering devina diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan upaya hukum
yangdilakukan konsumen ataupun pelaku usaha ataupun dalam hal ini catering devina
dalam hal terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dapat dilakukan melaluimelalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui pengadilan.
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ABSTRACT

Catering services according to Decree of the Minister of Health of the Republic
of Indonesia Number 715/Menkes/SK/V/2003 are companies or individuals who carry
out food management activities that are served outside the business premises on an
order basis. The agreement for the provision of catering services between Devina
Catering and consumers is made in the form of a standard contract or standard
agreement. A standard agreement is an agreement in which almost all of the clauses
are standardized by the user and the other partybasically does not have the opportunity
to negotiate or request changes. The problem of this thesis is how to implement the
responsibilities of the parties in the Devina Catering service agreement. based on Law
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what legal remedies the
parties can take in the Devina Catering service agreement. based on Law Number 8
of 1999 concerning Consumer Protection. Legal research is a process for determining
legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the content of the
law it faces. The research in this thesis is empirical juridical research. equipped with
normative juridical. Business actors must be responsible for all consumer losses. The
conclusion of this thesis is that the form of accountability of business actors, in this
case the Devina catering service, is regulated in Article 19 paragraphs (1) and (2) and
the legal action taken by consumers or business actors or in this case Devina catering
in the event of default by one of the parties. This can be done through the Consumer
Dispute Resolution Agency (BPSK) and through the courts.
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